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PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, MORAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN ETOS KERJA

Oleh :
Ngadiran
FIS UNY
Abstrak

Moral dan etos kerja mempunyai peranan penting dalam suatu
organisasi baik pemerintah maupun swasta. Produktivitas dapat
dipengaruhi secara tidak langsung oleh kondisi moral dan etos kerja.
Banyak akibat-akibat yang tidak menguntungka organisasi disebabkan
oleh moral dan etos kerja yang rendah.

Akibat-akibat itu dapat terjelma dalam berbagai bentuk tindakan dan
perbuatan yang merugikan seperti pemogokan, pelambatan, kelalaian
kerja, ketidakhadiran pada jam-jam kerja dan tingkat absensi yanc--inggi.
Bahkan ada pula yang muncul dalam bentuk keluhan-keluhan dan
persoalan-persoalan ketidak-puasaan.

Sekalin moral dan etos kerja yang tinggi dikatakan belum menjamin
sepenuhnya bahwa produktivitaspun akan tinggi pula, namun terang
bagi kita bahwa moral dan etos kerja yang tinggi bagi suatu organisasi
tentu akan menjadi pertanda yang menggembirakan. Dengan moral dan
etos kerja yang tinggi relatif akan lebih mudah menggerakan orang-
orangnya.

Kata kunci : otonomi daerah, Morai, PNS, etika kerja

Pendahuluan

Penguatan Pegawai Negeri Si-
pil dalam rangka optimalisasi penda-
yagunaan aparatur pemerintah dae-
rah, pada hakekatnya merupakan
pengembangan dan pembinaan
sumber daya aparatur negara yang
profesional, berwawasan global, ber-
moral dan beretos kerja tinggi serta
berkemampuan sebagai penyang-
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gah dan perekat persatuan dan ke
satuan bangsa. Posisi dan peranan
sumber daya aparatur, baik dipusal
dan daerah berfungsi melayani ma
syarakat yang dilandasi kemampuan
profesional, daya saing, berdaya
guna, produktif , transparan, dasn
bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi,
dan nepotisme. Oleh karena itu pe-
nguatan Pegawai Negeri Sipil atau
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aparatur pemerintah berfokus pada
pengembangan komponen-kompo-
nen datar, yaitu kapasitas kelem-
bagaan, kapasitas kepegawaian dan
mekanisme ketatalaksanaan yang
konduktif dan sinergi, guna mewu-
judkan sistem organisasi dan mana-
jemen aparatur pemerintah daerah,
yang mampu menyelenggarakan tu-
gas fungsi pemerintahan dan pem-
bangunan secara optimal sesuai de-
ngan peraturan perundang-undang-
an yang berlaku.

Berdasarkan undang-undang
Nomor 22 tahun 1999, dan telah
disempurnakan dan diganti dengan
undang-undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah,
pelaksanaan otonomi daerah, difo-
kuskan pada kabupaten/kota, me-
nyebabkan pengelolaan urusan
membutuhkan kesiapan kelemba-
gaan dan aparat yang berkualitas
dalam melayani berbagai urusan dan
' kepentingan masyarakat daerah.

Menurut Tursandi Alur (2002)
pada posisi lain kebijakan zero
‘growth dibidang personil, dikaitkan
dengan permasalahan mendasar
|yang dihadapi, menyebabkan per-
' lunya meningkatkan pendayagunaan
'pembinaan personil dalam aspek
kompetensi dan profesional diling-
'kungan pemerintah propinsi, kabu-
| paten/kota.

| Bermoral Tinggi
Moral tidak cukup hanya di-
artikan sebagai semangat atau ke-
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mauan kerja seseorang. Moral itu
adalah suatu keadaan yang berhu-
bungan erat sekali dengan kondisi
mental seseorang. Jika dikatakan
bahwa seseorang itu mempunyai
moral yang tinggi, itu berarti bahwa
orang itu berada dalam keadaan
dimana kondisi mental memenuhi
syarat yang dikehendaki dari orang
itu.

Menurut Buchari Zainun
(1994) bilamana seseorang bekerja
pada organisasi, maka dari padanya
diharapkan untuk menggemari me-
nerima dan itu pada hal sebenarnya
tidak menyukainya, maka dapat di-
pastikart orang itu tidak akan men-
jalankan pekerjaannya dengan se-
penuh hati serta sungguh-sungguh.

Memang ada beberapa faktor
yang ikut mempengaruhi tinggi ren-
dahnya moral pegawai dalam suatu
organisasi. Faktor-faktor itu adalah
1. Hubungan yang harmonis antara
pimpinan dengan bawahan terutama
antara pimpinan kerja yang sehari-
hari langsung berhubungan dan ber-
hadapan dengan para pekerja di
bawahnya.

2. Kepuasan para petugas terhadap

tugas dan pekerjaannya karena
memperoleh tugas yang disukai
sepenuhnya.

3. Terdapatnya satu suasana dan ik-
lim kerja bersahabat dengan ang-
gota-anggota lain organisasi, apalagi
dengan mereka yang sehari-harinya
banyak berhubungan dengan pe-
kerjaan
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4. Rasa kemanfaatan bagi tercapai-
nya tujuan organisasi yang juga
merupakan tujuan bersama mereka
yang harus diwujudkan secara ber-
sama-sama pula

5. Adanya tingkat kepuasan ekono-
mis dan kepuasan-kepuasan materiil
lainnya yang memadai sebagai im-
balan yang dirasakan adil terhadap
jerih payah yang telah diberikan
kepada organisasi.

6. Adanya kesenangan jiwa, jaminan
kepastian serta perlindungan ter-
hadap segala sesuatu yang dapat
membahayakan diri pribadi dan
karier dalam pekerjaan.

Memiliki Etos Kerja

Secara operasional pemeca-
han permalahana pewawai (personil)
membutuhkan kebijakan mendatar
yang mempengaruhi penguatan ke-
pegawaian pemerintah daerah. Be-
berapa kebijakan yang sudah dike-
luarkan oleh pemerintah daerah
undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 sekarang diganti dengan un-
dang-undangn nomor 32 tahun
2004, undang-undang nomor 25 ta-
hun 1999 dan undang-undang no-
mor 28 daerah dan good gover-
nance.

Selain itu = undang-undang
nomor 43 tahun 1959 tentang peru-
bahan undang-undang nomor 8 ta-
hun 1974 tentang pokok-pokok ke-
pegawaian dan berbagai peraturan
perundangan lainnya seperti Pera-
turan Pemerintah nomor 96 tahun
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1999 tentang wewenang Pengang
katan, Pemindahan dan Pemberhen
tian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan
Pemerintah nomor 97 tahun 1990
tentang formasi Pegawai Negorl
Sipil, Peraturan Pemerintah nomo
11 tahun 2002 tentang pengadaan
Pegawai Negeri Sipil, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2002
Tentang kenaikan pangkat Pegawal
Negeri Sipil dan Peraturan Pemo
rintah nomor 13 tahun 2002 tentanq
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural.

- Penguatan personil daerah pa
da hakekatnya merupakan pendaya
gunaan dan pembinaan keseluruhan
sistem administrasi pemerintah da
erah yang meliputi penataan organi
sasi, ketalaksanaan dan kepegawai
an. Mengingat posisi dan peranan
sumber daya aparatur yang sangal
penting dalam penyelenggaraan pe
merintahan, pembangunan dan ke
masyarakatan di daerah, maka pe-
nguatan personil daerah merupakan
bagian integral dalam kebijaksanaan
dan program-program pembangunan
di daerah.

Dalam rangka penguatan per
sonil melalui kebijaksanaan peme
rintah Sojuangon Situmorang (2002)
mengatakan telah diupayakan agar

- personil pemerintah daerah memiliki

etos kerja, produktivitas, keteram-
pilan, kreativitas, disiplin, profesiona
lisme, kemampuan manajemen, dan
kKemampuan memanfaatkan, me-
ngembangkan serta menguasai ilmu



pengetahuan dan teknologi yang
berwawasan lingkungan.
Tidak Kedaerahaan

Pada dasarnya Pegawai Ne-
geri Sipil memiliki 3 (tiga) peranan
penting. Pertama, sebagai pelak-
sana peraturan perundangan yang
telah ditetapkan pemerintah. Kedua,
melakukan fungsi manajemen pela-
yanan publik. Ketiga, melakukan
pembinaan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan hal ter-
sebut, menurut Tursandi Alur (2002)
periu dipenuhi beberapa prasyarat
dalam sistem manajemen kepega-
waian. Pertama, stabilitas yang men-
jamin setiap Pegawai Negeri Sipil ti-
dak kawatir dengan masa depannya
dan keterangan dalam mengejar ka-
rier. Kedua, balas jasa yang sesuai
untuk menjamin kesejahteraan Pe-
gawai Negeri Sipil beserta keluar-
ganya. Ketiga, promosi dan mutasi
yang sistematis dan transparan. Sis-
tem kepegawaian yang memenuhi
ketiga kreteria tersebut, akan men-
jaga integritas dan kepribadian se-
tiap Pegawai Negeri Sipil, yang di-
periukan untuk mewujudkan peran
sebagai perekat persatuan dan ke-
satuan bangsa dan negara, seperti
yang diamanatkan dalam undamg-
undang nomor 43 tahun 1999.

Bila kita perhatikan bersama
secara seksama saat ini kata Tur-
sandi Aluri terdapat berbagai perma-
salahan kepegawaian yang berkem-
bang seiring dengan pemberlaku-
kaan otonomi daerah. Dengan de-
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sentralisasi kewenangan yang dibe-
rikan kepada daerah mengakibatkan
jumlah dan struktur Pengawai Negeri
Sipil di daerah tidak terkendali serta
bervariasinya kualitas Pegawai Ne-
geri Sipil antara satu dan lainnya.

Untuk mengurangi beban per-
sonalan kepegawaian yang timbul
sebagai akibat pelaksanaan yaitu:
(1) kebijakan yang menyangkut pe-
netapan formasi Pegawai Negeri Si-
pil berdasarkan standar analisis ke-
butuhan pegawai (2) kebijakan ber-
kenaan dengan sistem evaluasi ki-
nerja Pegawai Negeri Sipil berdasar-
kan standar prestasi kerja dan kom-
petensi jabatan (3) kebijaksanaan
yang berhubungan dengan pengem-
bangan kelembagaan yang mena-
ngani kepegawaian di daerah.

Pelaksanaan semua peraturan
perundangan di bidang kepegawaian
tidak semtanya beijalan dengan ba-
ik. Salah satu penyebabnya karena
pemahaman yang sering berbeda-
beda atas suatu peraturan per-
undangan yang sama. Oleh karena
itu diperlukan kebersamaan dalam
pemahaman yang lebih cermat dan
teliti, serta komprehensif tentang ke-
bijakan kepegawaian, dilandasi oleh
semangat persatuan dan kesatuan
dan bukan secara kedaerahan.

Tertib Manajemen

Begitu besarnya peranan Pe-
gawai Negeri Sipil di Indonesia se-
hingga sebagai suatu kekuatan, me-
reka dapat digerakkan untuk kepen-
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tingan negara atau disalahgunakan
demi kepentingan rezim/oknum de-
ngan alasan kepentingan negara
Dimyati Hartono (2002) mengata-
kaan Pegawai Negeri Sipil sebagai
pejabat publik yang diangkat dengan
undang-undang yang mengatur hak
dan kewajibannya untuk melayani
kepentingan publik, berada dalam
bingkai disiplin kebijakan tertentu
yang meliputi seni aspek pemerin-
tahan disemua jenjang di seluruh In-
donesia. Selanjutnya dikatakannya,
salah satu bukti peranan Pegawai
Negeri Sipil, bahwa masih keterliba-
tan Pegawai Negeri Sipil dengan
maraknya KKN, hingga saat ini.
Harapan agar pemerintah dapat me-
laksnakan undang-undang nomor 28
tahun 1999 tentang Penyelengga-
raan Negara yang bersih dari KKN,
ternyate tidak kunjung tiba.
Reformasi yang menuntut
‘good governance” seperti yang se-
ring dikemukakan rnemiliki yaitu : (1)
accountability, transparancy, respon-
sibility, dan fairness. Keempat hal ini
dapat dicapai apabila suatu peme-
rintah mengedepankan ‘manajerial
pemerintah dari pada tujuan memak-
murkan masyarakat dari pada se-
kedar melanggengkan kekuasaan.
Untuk mewujudkan hal ini me-
nurut Dimyati (2002) maka Pegawai
Negeri Sipil harus bersikap netral
dan mengkonsentrasikan diri seba-
gai pihak penggerak pembangunan,
baik dalam skala nasional maupun
daerah. Disamping itu, dengan ke-
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nalannya Pegawai Negeri Sipil akan
lebih mudah dikontrol kinerjanya
oleh masyarakat maupun legislatil
suatu mekanisme check and balan
ces yang ideal.

Selanjutnya Dimyati mengata
kan, dalam hal mewujudkan “good
governance” Pengawai Negeri Sipll
harus sebagai prasyarat terwujudnya
kondisi yang diinginkan, dengan
langkah-langkah (1) Pembinaan mo
ral Pegawai Negeri Sipil agar tidak
mengambil uang rakyat, tetapl
digunakan kemakmuran bersama
Pembinaan ini bisan dilakukan de
ngan (a) atasan memberikan contoh
yang baik; (b) selalu saling meng
ingatkan antar Pegawai Negeri Sipil,
baik sesama rekan maupun atasan
bawahan; (c) ciptakan budaya malu
untuk hal-hal sepele dan kecil; (d)
ciptekan tidak hidup mewah, arogan
dan meremehkan uang, (e) men
sosialisasikan undang-undang no
mor 28 tahun 1993 tentang Penyc
lenggaraan Negara yang bebas KKN
kepada seluruh jajaran Pegawai N¢
geri Sipil, (1) meningkatkan disiplin
Pegawai Negeri Sipil dalam mentaati
jam kerja (2) Law Enforcement bagl
Pegawai Negeri Sipil, dimana Pega
wai Negeri Sipil yang melakukan pe
langgaran tidak hanya diberikan tin
dakan administratif namun juga ha
rus dibawa ke kepolisian atau kejak
saan (3) Pembenahan struktur or-
ganisasi dan sistem kepegawaian
yang meliputi (@) mengubah pola or
ganisasi departemen di pusat dan



daerah, dari garis komando menjadi
struktur berbasis manajemen stra-
tegis, (b) menetapkan sistem peren-
canaan strategis yang harus dipa-
hami semua staf, {¢) menciptakan
sistem karier yang jelas bagi setiap
Pegawai Negeri Sipil di Pusat dan
Daerah, (d) Mensentralisasi kembali
urusan administrasi Pegawai Negeri
Sipil kepala lama agar administrasi
kepegawaian nasional tertib (4)
Monitoring dan evaluasi bagi pejabat
pusat dan daerah berupa (a) mem-
buat standar pengukuran kinerja, (b)
menggalak, kembali pengawasan
melekat, (c) menata kembali kembali
sistem merit menjadi “performance
based career system”, sehingga ada
kejelasan hak dan kewajiban setiap
unit pejabatnya.

Sistem Kepegawaian

Untuk mendukung tercipta-
nya moral dan etos kerja yang tinggi,
perlu didukung adanya sistem ke-
pegawaian yang baik. Menurut Pri-
jono Tjiptoherijanto (2002) ada tiap
model yang mewarnai penyeleng-
garaan manajemen kepegawaian ya-
itu (1) sistem terpusat (centralized),
(2) terpisah (separated) antara pusat
dan daerah dan (3) terpadu (inte-
grated) pusat dan daerah dalam
“Centralized System” pelaksanaan
pengelolaan kepegawaian terkon-
sentrasi dipusat pemerintahan (ibu
kota Negara). Pelaku pengelola ke-
pegawaian di daerah hanya meru-
‘pakan kepanjangan tangan dari pu-
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sat dengan wewenang yang sangat
terbatas.

Dengan separated system pe-
laksanaan pengelolaan kepegawaian
terkonsentrasi di daerah (pemerintah
daerah). Pemerintah dapat mem-
berikan fasilitas tertentu seperti prin-
sip normative dan fasilitas pelatihan.
Selebihnya pengelolaan kepegawai-
an dilakukan sendiri oleh daerah ter-
masuk menutup biaya kebutuhan
operasional. Pelaku pengelola kepe-
gawaian di daerah merupakan oto-
risator penuh dilingkungan wilayah-
nya. Norma pembinaan bersama an-
tara pegawai pusat dan daerah tidak
ada. Hanya mungkin dalam praktek-
nya dilaksanakan secara informal
sesuai kebutuhan dengan kesepaka-
tan pusat dan daerah.

Integrated system, pada da-
sarnya merupakan perpaduan har-
monis antara Cenlralized system
dan Separated System. Dalam inte-
grated system pelaksanaan pengelo-
laan kepegawaian dikelola secara
terpadu antara pemerintah pusat dan
daerah. Sektor vital pada umumnya
di bawah kendali pemerintah pusat.
Sementara pemerintah daerah seba-
gai pengguna, dalam setiap langkah
yang dilakukan selaku mengacu pa-
da ketentuan pusat. Fungsi pusat
tersedia di daerah-daerah dan oto-
ritas daerah yang ideal dalam hal ini
adalah berimbang proposional di-
bandingkan dengan di pusat. Sistem
semacam ini cocok untuk negara-
negara yang memiliki kawasan luas
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dan masyarakat yang heterogen (ter-
masuk Indonesia).
Manajemen Kepegawaian Terpadu

Indonesia selama ini telah me-
nerapkan sistem manajemen kepe-
gawaian terpadu. Tugas dan wewe-
nang dibagi habis pada level pusat
dan otoritas pusat dapat menjangkau
daerah-daerah melalui kantor wila-
yah dipropinsi dan kantor depar-
temen di kabupaten/kota.

Otoritas daerah terwujud dari
penyerahan fungsi administrative
dan teknis fungsional pelayanan
yang turun secara hirarki. dari pusat
ke propinsi, kemudian ke kabupa-
ten/kota.

Dengan pertimbangan wilayah
Negara yang sangat luas dan kera-
gaman penduduk dengan keraga-
man kebudayaan, Indonesia selama
ini telah menerapkan sistem mana-
jemen kepegawaian terpadu. Proses
pengelolaan manajemen kepegawai-
an mulai pengadaan, kepangkatan
sampai dengan pensiun Pegawai
Negeri Sipil telah terselenggara de-
ngan cukup lancer. Sebagai contoh
penerapan model mekanisme peng-
gabungan fungsi pusat dan daerah
dalam sistem manajemen kepega-
waian terpadu ini adalah pembinaan
Pegawai Negeri Sipil mulai penga-
daan sampai dengan penetapan
pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Dalam suatu organisasi peme-
rintah, formasi Pegawai Negeri Sipil
ditentukan atas dasar analisis jaba-
tar diperhitungkan dari rasio volume
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beban kerja dengan jumlah, kompo
sisi dan kualifikasi Pegawai Neger|
Sipil serta sarana prasarana yang
tersedia dimasing-masing instans|
baik dipusat maupun didaerah. Un
tuk kepentingan pembinaan Pegawal
Negeri Sipil secara nasional, maka
realisasi formasi Pegawai Negeri Si
pil harus terkendali secara nasional
Untuk memenuhi kebutuhan yang
sesungguhnya, maka penyusunan
dan perumusan formasi Pegawali
Negeri Sipil untuk masing-masin(
pejabat Pembina kepegawaian dila
Kukan oleh instansi yang bersang
kutan. Demikian juga dengan aspek
pengelolaan kepegawaian lainnya
berlaku hal yang sama, yaitu dapal
diterapkan secara komprehensif bagi
kepentingan kedua belah pusat dan
daerah. -
Hal ini yang penting adalah
mobilitas Pegawai Negeri Sipil dari
pusat ke daerah dan sebaliknya. Mo
bilitas Pegawai Negeri Sipil antar
propinsi dan antar kabupaten/kota
tetap terbuka dan dapat dilaksa-
nakan sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku. Hal
ini dapat dilaksanakan dengan baik
karena mekanisme pembiayaan be
lanja pegawai masih dilakukan se-
cara terpusat. Demikian juga halnya
dengan mekanisme pengelolaan ke-
pegawaian lainnya seperti proses
kenaikan gaji berkala yang menjadi
otoritas pejabat setempat dirasa cu-
kup komprehensif dan mudah untuk
dilaksanakan.



Dengan penyelenggaraan ma-
najemen kepegawaian yang demi-
kian, maka sistem manajemen kepe-
gawaian dapat lebih mudah untuk
dikendalikan dan pembinaan Pega-
wai Negeri Sipil secara nasional da-
pat dilaksanakan dengan lebih baik,
sehingga upaya untuk pemerataan
dan penyeimbangan kualitas Pega-
wai Negeri Sipil secara nasional
menjadi lebih terbuka dan pada
gilirannya dapat meningkatkan moral
dan etcs kerja Pegawai Negeri Sipil.

Penutup

Otonomi daerah dan Negara
Kesatuan Republik Indoenesia, tidak
dapat dipisahkan dan hanya dapat
dibedakan. Keduannya merupakan
satu kesatuan bagaikan dua sisi dari
satu mata uang. Pelaksanaan oto-
nomi daerah berdasarkan undang-
undang nomor 32 tahun 2004 me-
rupakan suatu bentuk reformasi pe-
merintahan daerah yang luas, kom-
pleks dan meliputi semua dimensi
otonomi daerah. Dengan adanya ke-
bijakan desentralisasi dalam sistem
pemerintahan Republiks Indonesia,
membawa dampak perubahan pada
sistem manajemen kepegawaian
yang ada.

Sistem manajemen kepega-
waian terpadu yang pelaksanaannya
cenderung “centralized” harus digan-
tikan dengan sistem desantralisasi.
Dalam rangka pelaksanaannya Pe-
gawai Negeri Sipil dituntut memiliki
moral dan etos kerja yang tinggi,
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produktivitas, keterampilan, kreativi-
tas, disiplin dan profesionalisme.
Demikian juga dengan terbitnya un-
dang-undang nomor 8 tahun 1974,
juga merupakan salah satu wujud
kongkrit pelaksanaan reformasi di
bidang administrasi pemerintahan,
dengan jelas disebutkan bahwa Pe-
gawai Negeri Sipil sebagai unsur
aparatur Negara bertugas untuk le-
bih memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara profesional, jujur,
adil dan merata.

Pegawai Negeri Sipil yang se-
mula lebih berorientasi kepada ke-
pentingan pemerintah (government
oriented) sekarang lebih berorientasi
kepada pelayanan bagi masyarakat
(people oriented). Komitmen Pega-
wai Negeri Sipil yang tinggi dan
pemberatasan KKN yang dilaksana-
kan secara terpadu merupakan sya-
rat terciptanya “good governance’

DAFTAR PUSTAKA

Buchari Zainun, 1994. Manajemen
dan Motivasi Kerja Jakarta:
Balai Aksara.

Dimyati. 2002. Agar Administrasi
Kepegawaian Nasional Tertib.
Jurnal Otonomi Daerah.
Jakarta: Dirjen.Otda.

Joko Affandi. 2002. Dilema Pegawai
Negeri Sipil Dalam Konteks

Ofonomi Daerah. Jakarta:
BKN.

Prijono Tjiptoherijanto.2002.
Kebijakan Manajemen

Pelaksanaan Otonomi Daerah, Moralitas Pegawai Negen Sipil

dan Etos Kerja (Ngadiran)



74

Kepegawaian Dalam  Era
Otnomi Daerah. Jakarta: BKN.

Sojuangon Simatupang.  2002.
Penguatan Personil Daerah
Mendukung Otonomi Daerah.
Jakarta: Dirjen Otda.

Tursandi Alwi. 2002. Pegawai Negeri
Dituntut Bermoral Tinggi Netral
Dari  Pengaruh  Kekuatan
Politik. Jakarta: Dirjen Otda.

Vol. V No. V Februari 2005 66 : 74

Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999. Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian Di Indonesia
Jakarta: BKN.

Biodata Penulis

Drs. Ngadiran adalah staf pengajai
pada Program Studi Pendidikan
Administrasi Perkantoran




